PENGUMUMAN.’PERATURAN PEMERINTAH

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL

BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
{Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 148/PMK.04/2015,
tanggal 31 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor
barang untuk keperluan badan internasional be-
serta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No-
mor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pem-
berian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas
Impor Barang Untuk Keperluan Badan Interna-
sional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/
PMK.011/2014;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan
terhadap barang yang telah mendapatkan fasili-
tas pembebasan bea masuk atas impor barang
untuk keperluan badan internasional beserta pe-
jabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu men-
gatur kembali ketentuan mengenai pemberian
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk
keperluan badan internasional beserta pejabatnya
yang bertugas di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimanan telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20086, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keurulgan ten-
tang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Inten1asional Beserta Pe-
jabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat :
Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612}, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 4661});

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEM-
BEBASAN BEA MASUK ATAS iIMPOR BARANG UN-
TUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESER-
TA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-
an sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu
di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepa-
beanan.

3. Badan Internasional adalah suatu Badan Per-
wakilan Organisasi Internasional di bawah Per-
serikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah
Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lemba-
ga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama
teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indo-
nesia.
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10.

11.

12.

13.

Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya
disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/staf, dan
tenaga ahli Badan Internasional.

Kerjasama Teknik adalah bantuan-bantuan yang
berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam
kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu penge-
tahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak
termasuk didalamnya kredit-kredit dan penana-
man modal asing.

Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional
Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut
Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan me-
kanik berupa mesin selain kendaraan yang ber-
jalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam
rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional
beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Ker-
jasama Teknik,

Barang Pindahan Badan Internasional Beserta
Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang
Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau
Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan
pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam
Daerah Pabean Iindonesia untuk menunjang tugas
Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indo-
nesia.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indo-
nesia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea
dan Cukai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat di-
penuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ke-
tentuan Undang-Undang Kepabeanan:

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam ja-
batan tertentu untuk melaksanakan tugas terten-
tu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
Orang adalah orang perseorangan atau badan hu-
kum.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang
impor yang mendapat pembebasan bea masuk
dari daftar barang yang berada dalam penga-
wasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga Men-
teri Sekretaris Negara dibebaskan dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang dimak-
sud.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

BAB |l
PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2
Atas impor barang untuk keperluan Badan Inter-
nasional beserta Pejabatnya yang bertugas di In-
donesia, dapat di berikan pembebasan bea ma-
suk.
Badan Internasional yang dapat diberikan pem-
bebasan bea masuk sebagaimana dimaksudtpada
ayat {1) merupakan Badan Internasional yang ti-
dak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia.
Badan Internasional yang mendapatkan pembe-
basan bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.
Penetapan dan perubahan Badan Internasional
yang berhak mendapatkan pembebasan bea ma-
suk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat-
kan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sek-
retaris Negara.

Pasal 3
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 2 ayat (2}, dalam hal terdapat
ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea |

masuk dalam perjanjian internasional yang ber-
beda dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang kepabeanan dan perjanjian internasional

tersebut telah diratifikasi dan disahkan dalam |
peraturan perundang-undangan, perlakuan kepa-
beanannya didasarkan pada ketentuan dalam

perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya
perjanjian dimaksud, dengan syaraq perjanjian
tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Inter-

nasional.
Pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan teriebih dahulu
dari Menteri.

Badan Internasional yang mendapatkan pembe- |
basan bea masuk sebagaimana dimaksud pada :

ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |I.

Penetapan dan perubahan Badan Internasicnal
yang berhak mendapatkan pembebasan bea ma- )




(1)

{2}

{3)

{(4)

{6}

suk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat-
kan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sek-
retaris Negara.

Pasal 4
Barang untuk keperiuan Badan Internasional be-
serta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea
masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ha-
rus digunakan untuk keperluan:
a. kantor Badan Internasional;

b. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Ba-

rang Pindahan;

c. tenaga ahli (professional equipment); dan/
atau

d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksa-
naan Kerjasama Teknik.

Atas impor barang untuk keperluan Pejabat seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

diberikan pembebasan bea masuk, dengan keten-
tuan Pejabat yang bersangkutan:

a. diangkat langsung oleh Badan internasional
yang bersangkutan;

b. mendapatkan persetujuan dari Menteri Sek-
retaris Negara untuk menjalankan tugas atau
jabatan di Indenesia;

c. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Internasional;

d. berdomisili dan berkedudukan di Indonesia;
dan

e. berkewarganegaraan asing.

Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Ber-

motor, pembebasan bea masuk atas Barang Pin-
dahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat
yang merupakan Kepala Badan Internasional.

Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan

bea masuk paling lama 6 {enam) bulan terhitung

sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.

Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasi-

onal beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat-
kan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sek-
retaris Negara.

Pasal b
Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas
impor barang untuk keperluan Badan Internasi-
onal beserta Pejabatnya, Kepala Badan Interna-

(2}

(1)

(2)
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sional harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampirgn Il yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Atas permohonan pembebasan bea masuk seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jen-
deral atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan
mengenai pembebasan bea masuk.

Pasal 6 .

Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh
Badan Internasional diberikan berdasarkan ke-
wajaran yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris
Negara.

Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan ukuran kepatutan jumiah dan jenis
barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea
masuk dengan mengadu pada jumlah Pejabat, tu-
gas, fungsi dan kebutuhan Badan Internasional
beserta Pejabatnya.

Pasal 7

Terhadap impor barang untuk keperluan

Badan Internasional beserta Pejabatnya yang telah di-
berikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1}, dapat
diberikan fasilitas:

a.

pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Ba-
rang Mewah; dan

dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22, sesuai peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

BAB Il

KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN

KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Kuota Atas Impor Kendaraan Bermotor
Pasal 8
Untuk keperluan kantor Badan Internasional,

pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Ber-
motor dalam keadaan jadi/Compietely Built Up (CBU)
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diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Per-
serikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 {(dua)
unit; atau

b. Badan Internasional lainnya paling banyak 1
(satu) unit,

Pasal 9
Untuk keperluan Pejabat Badan Internasional,
dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor

Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely

Built Up {CBU} dengan ketentuan:

a. Kepala perwakilan Organisasi Internasional di
bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pe-
jabat setingkat Deputi; atau

b. Kepala Badan Internasional lainnya,

paling banyak 1 (satu} unit selama bertugas di Indo-

nesia.

Pasal 10
Untuk keperluan Kerjasama Teknik dapat di-
berikan pembebasan bea masuk atas impor Kendara-
an Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up
(CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat
diperlukan dalam pelaksanaan Kerjasama Teknik yang
djtetapkan oleh Menteri-Sekretaris Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor
Pasal 11

(1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembe-
basan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang telah selesai
digunakan untuk keperluan kantor Badan Interna-
sional, Pejabatnya atau Kerjasama Teknik, disele-
satkan kewajiban pabeannya dengan cara:
a. diekspor kembali;
b. dipindahtangankan; atau
c. dimusnahkan.
Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada
saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima)

(2)

tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya
dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan
kepada penerima fasilitas lainnya, dieksper kem-
bali, atau dimusnahkan.

Pasal 12

{1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kemba-
li sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a dan ayat (2), Kepala Badan Internasional
mengajukan permohonan secara tertulis. kepada
Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk, setelah mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara
dengan menggunakan contoh format sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkah dari Peraturan Menteri
ini.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Je;nderal atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbit-
kan persetujuan ekspor yang salinannya disam-
paikan kepada Menteri Sekretaris Negara.
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Kepala Badan Internasional me-
nyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke
Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.

Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Badan Interna-
sional menyampaikan bukti realisasi ekspor yang
meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota
pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan
kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Pengha-
pusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangku-
tan,

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor
Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan In-
ternasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti
Kendaraan Bermotor yang telah diekspor, dapat
dilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara
melakukan Penghapusan 'sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

(2)

(3}

(4)

(5)

Pasal 13

Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dip-

indahtangankan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dapat di-

berikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah digunakan paling kurang selama 3 {tiga)
tahun bagi Kendaraan Bermator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 atau selama 2 (dua)
tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 terhitung sejak tang-
gal pemberitahuan pabean impor;

b. masa tugas Kepala Perwakilan Organisasi
Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-

(1}

55




(2)

{3)

(4)

{5}

{6)
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Bangsa, Kepala Badan Internasional lainnya
dan Pejabat setingkat Deputi, berakhir sebe-
lum 2 {dua} tahun, yang dibuktikan dengan
surat persetujuan pengakhiran penugasan;

¢. Kendaraan Bermotor tersebut secara meya-
kinkan terbukti tidak dapat atau tidak layak
dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas;
atau

d. telah berakhirnya masa pelaksanaan Kerjasa-
ma Teknik.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh
kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri
setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahuiu
dari Menteri Sekretaris Negara.
Untuk menyelesaikan kewajiban pabean sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1}, Kepala Badan In-
ternasional mengajukan permohonan secara ter-
tulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
clan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekreta-
ris Negara dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam:

a. Lampiran IV untuk pemindahtanganan kepada
penerima fasilitas lainnya; atau

b. Lampiran V untuk pemindahtanganan dengan
melunasi bea masuk dan pajak yang terutang,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan

persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3} diajukan melebihi jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat {4) , terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditolak.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbit-

kan:

a. surat mengenai izin pemindahtanganan ke-
pada penerima fasiiitas‘lainnya sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan
menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV; atau

b. surat mengenai izin pemindahtanganan den-

(nm

(2)

(3)

{4)

{5)

(6)

gan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) huruf b, dengan menggunakan contoh for-
mat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

: Pasal 14
Jangka waktu surat mengenai izin pemindahtan-
ganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pa-
jak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (6) huruf b berlaku selama 60
{enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbit-
kan.
Dalam hal terdapat alasan tertentu, Kepala Badan
Internasional dapat mengajukan pembatalan ter-
hadap surat mengenai izin pemindahtanganan
dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (6} huruf b.
Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Badan Inter-
nasional paling lambat pada hari ke 30 (tiga pu-
luh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemin-
dahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/
atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.
‘Atas pembatalan surat mengenai pemindahtanga-
nan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak
yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk menerbitkan surat pembatalan atas
surat mengenai pefhindahtanganan dengan melu-
nasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.
Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2}, penerima fasilitas
atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor
dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/
Atau Pajak (SPPBMCP).
Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau per-
mintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran
Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP)
dari penerima fasilitas atau orang yang mengua-
sai Kendaraan Bermotor atas surat mengenai izin
pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk
dan/atau pajak terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat {6) huruf b, pada hari kerja

&




(7)

(8)

{1}

(2)
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berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat izin

sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jen-

deral atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea

Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak {SPPBMCP} den-

gan menggunakan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini,

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,. Cukai,

Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimak-

sud pada ayat (5) dan ayat (6), menjadi doku-

men dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak
yang terutang dan disampaikan kepada penerima
fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan

Bermotor.

Dalam hal Surat‘ Penetapan Pembayaran Bea Ma-

suk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) belum di-

lunasi dalam jangka waktu 14 {empat belas} hari

terhitung sejak tanggal diterbitkan:

a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum di-
lakukan pelunasan bea masuk dan pajak yang
terutang diberitahukan secara tertulis kepada
Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindak-
lanjuti sesuai kewenangannya; dan

b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam-
daftar hitam (black list) terhadap orang yang
menerima pemindahtanganan Kendaraan Ber-
motor dan disampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Kementerian Sekretariat Nega-
ra.

Pasal 15

Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),

bea masuk dan pajak yang terutang harus dilu-

nasi sesuai peraturan perundang-undangan di bi-
dang kepabeanan dan perpajakan.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut;

a. dalam hal dipindahtangankan kepada Per-
wakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya
atau Badan Internasional beserta Pejabatnya,
dapat diberikan pembebasan bea masuk dan
terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak

(3)

(4)

(5)

periu dibayar kembali; atau

b. dalam hal dipindahtangankan kepada Pemer-
intah  Pusat/Pemerintah  Daerah/Lembaga/
Badan, dapat diberikan pembebasan bea ma-
suk dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pen-
jualan atas Barang Mewah sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan;
dan

c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasa! 22
atas pemindahtanganan sebagaimana dimak-
sud pada huruf a dan huruf b yang dikecu-
alikan pada saat impornya dari pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pembebasan bea masuk kepada Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan seb-

agaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b, diberi-

kan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan
umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/
penelitian.

Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ke-

tentuan sebagai berikut:

a. bea masuk yang terutang atas impor Kenda-
raan Bermotor tersebut harus dilunasi dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. tarif pembebanan pada saat impor; dan

2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kend-

" araan Bermotor dimaksud dipindahtan-
gankan kepada selain penerima fasilitas
pembebasan bea masuk; dan

b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. apabila dipindahtangankan dalam jangka
waktu 4 (empat) tahun sejak impor, Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Me-
wah yang dibebaskan wajib dibayar kem-
bali; dan

2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22

yang dikecualikan pada saat impornya.

Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan men- !
genai pengenaan pajak dalam rangka impor seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perpa- .
jakan, pengenaan pajak dalam rangka impor di- |
laksanakan sesuai dengan peraturan perundang- ;

undangan di bidang perpajakan.
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Dalam hal bea masuk dan pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dilunasi, Di-
rektur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk menerbitkan surat keterangan pengim-
poran Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
Pemberian pembebasan bea masuk atas impor
Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan In-
ternasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti
Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtangan-
kan, dapat dilakukan setelah Menteri Sekretaris
Negara melakukan Penghapusan Kendaraan Ber-
motor berdasarkan:

a. surat mengenai izin pemindahtanganan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6}
hurut a; atau

b. bukti atas pelunasan bea masuk dan pa-
jak yang terutang beserta surat keterangan
pengimporan Kendaraan Bermotor berupa
Formulir C sebagai penyelesaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Surat keterangan pengimporan Kendaraan Ber-

motor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud

pada ayat (56) dapat diganti dengan pengiriman
data secara elektronik, dalam hal telah tersedia
sistem otomasi pertukaran data pengimporan

Kendaraan Bermotor.

Pasal 16
Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara di-
musnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2), dapat diberikan
setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
dari Menteri Sekretaris Negara.
Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1}, Kepala Badan Inter-
nasional mengajukan permohonan pemusnahan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pe-
jabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dengan meng-
gunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) Direktur Jencleral atau Pejabat Bea clan
Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri mener-
bitkan persetujuan mengenai izin pemusnahan
Kendaraan Bermotor. ’

(4)

(5}

(6)

(7)

(8}

(9)

Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusna-
han sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dilaku-
kan pemusnahan Kendaraan Bermotor oleh pihak
yang ditunjuk oleh Badan Internasional dengan
disaksikan oleh:

a. Pejabat;

b. pejabat Kementerian Sekretariat Negara; clan
c. Pejabat Bea dan Cukai,

serta dibuatkan berita acara pemusnahan dengan
menggunakan contoh format sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran 1X yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak
Kendaraan Bermotor dan komponen/bagian uta-
ma Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak
dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pe-
musnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditanggung oleh pihak Badan Internasional.
Berdasarkan berita acara dimaksud pada ayat (4),
melakukan Penghapusan bersangkutan. pemus-
nahan sebagaimana Menteri Sekretaris Negara
Kendaraan Bermotor yang

Terhadap Kendaraan Bermotor yang dimusnah-
kan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibe-
baskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan
pajak yang terutang.

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor
Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan In-
ternasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti
Kendaraan Bermotor yang telah dimusnahkan,
dapat dilakukan setelah Penghapusan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara pe-

riodik melakukan rekonsiliasi data persetujuan pembe-

basan bea masuk dan penyelesaian kewajiban pabean

atas Kendaraan Bermotor yang mendapatkan fasilitas

pembebasan bea rnasuk dengan Kernenterian Sekre-

tariat Negara.

Wy

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
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{2)

a. tata cara pemberian pembebasan bea masuk
atas impor barang untuk keperluan Badan In-
ternasional beserta Pejabatnya yang bertugas
di Indonesia; dan

b. tata cara penyelesaian kewajiban pabean
Kendaraan Bermotor,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Perubahan terhadap contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran |, Lampiran ll, Lam-

piran I}, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,

Lampiran VI, Lampiran VIil, dan Lampiran IX, dia-

tur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.

Permohonan pembebasan bea masuk atas Kenda-

raan Bermotor yang telah diberikan persetujuan

oleh Menteri Sekretaris Negara sebelum berlaku-
nya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai
berikut:

1. Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadif
Completely Built Up (CBU) yang diimpor lang-
sung oleh Badan Internasional atau yang im-
pornya difasilitasi oleh Agen Tunggal Peme-
gang Merek {ATPM) atau dealer, permohonan
tetap berlaku dan diproses berdasarkan Per-
aturan Menteri ini; dan

2. Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/
Completely Knocked Down (CKD) dan dalam
keadaan jadi/Completely Built Up {CBU} yang
dibeli di dalam Daerah Pabean, permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon untuk di-
proses lebih lanjut di Direktorat Jenderal Pa-
jak;

Permohonan penyelesaian kewajiban pabean

berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor

dalam keadaan terurai/Completely Knocked Down

(CKD) dan dalam keadaan jadi/Completely Built

Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean,

vang telah diberikan persetujuan oleh Menteri

Sekretaris Negara sebelum berlakunya Peraturan

Menteri ini, dan pemindahtanganan kepada:

1. Perwakilan Negara Asing atau Badan Inter-
nasional beserta Pejabatnya diberikan pem-

bebasan bea masuk dan pajak dalam rangka

impor;

2. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Lemn-
baga/Badan dalam hal diperuntukkan untuk
kepentingan umum atau pengembangan ilmu
pengetahuan/penelitian, diberikan pembe-
basan bea masuk dan terhadap pajak yang
terutang sesuai peraturan perundang-undan-
gan di bidang perpajakan; dan

3. selain penerima fasilitas yaitu dengan melu-
nasi bea masuk dan pajak dalam rangka im-
por, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) tarif dan nilai pabean yang berlaku pada
saat Kendaraan Bermator dimaksud di-
pindahtangankan kepada selain penerima
fasilitas pembebasan bea masuk: dan/atau

b) pajak yang terutang sesuai peraturan pe-
rundangundangan di bidang perpajakan,

tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/

KMK.04/2002 ten tang Tata Cara Pemberian

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Im-

por Barang Untuk Keperluan Badan Internasi-

anal Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas

Di Indonesia sebagaimana telah diubah tera-

khir dengan Peraturan Menteri Keuangan No-

mor 68/PMK.011/2014.

Terhadap permohonan penyelesaian kewajiban

pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan

Bermotor dalain keadaan jadi/Completely Built Up

(CBU) yang diimpor langsung, yang telah diberi-

kan persetujuan Menteri Sekretaris Negara dan

diajuk:an sebelum beriakunya Peraturan Menteri
ini, diperlakukan sebagai berikut:

1. pemindahtanganan kepada penerima fasilitas
lainnya; dan

2. pemindahtanganan kepada selain penerima
fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk
dan pajak yang terutang,

diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan

terurai/Completely Knocked Down {CED), dalam

keadaan jadi/Completely Built Up (CBU) yang di-

beli di dalam Daerah Pabean dan dalam keadaan

jadi/Completely Built Up {CBU} yang diimpor lang-
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sung, yang telah mendapatkan Keputusan Men-
teri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, peny-
elesaian kewajiban pabean dengan cara diekspor
kembali atau pemusnahan diproses berdasarkan
Peraturan Menteri ini. ;

e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembe-
basan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang
diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, tetap berlaku dan penyelesaian kewajiban
pabeannya dengan dipindahtangankan,
diekspor kembali, atau dimusnahkan diproses
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada
huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

f. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai
pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka
impor yang belum diselesaikan pelunasan bea

cara

masuknya tetap berlaku dan diselesaikan dengan
Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.
04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan
Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk
Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabat-
nya Yang Bertugas Di Indonesia dan Pejabatnya Yang
Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah den-
gan:
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.
04/2003;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.
04/2003;
¢. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.
04/2003;
d. Keputusan Menteri.Keuangan Nomor 539/KMK.
04/2003;
e. Peraturan
04/2005;
f. Peraturan
04/2005;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.
04/2005;
h. Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.

Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.

j. Peraturan Menteri

04/2006;
i. Peraturan Menteri
04/2006;

Keuangan Nomor 25/PMK.

Keuangan Nomor 64/PMK.
04/2006;

k. Peraturan Menteri
04/2006;

I. Peraturan Menteri
04/2009;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.
04/2011;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.
011/2011; dan

o. Peraturan Menteri
011/2014,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keuangan Nomor 82/PMK.

Keuangan Nomor 13/PMK.

Keuangan Nomor 68/PMK.

Pasal 21 :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundang-
kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1141

Catatan Redaksi : _
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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